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PERJAruJMru KERJA $AMA

AroTARA

DINAS PEHG EN DAI.lAru PEN DU DU K, KET,IJARGA EEREIU CANA,
KEPEI\IDUDUKAN DAN PEMCATATA&I $!PIL

FROVINSI SUMATERA EARAT

DENGAIU

EIRO FIUKUM
PROIfINSI $I'MATERA BAR,AT

I{OiUrOft: {73,/ 5, o,/DppffiBI{pS.5/V ElichLL

TENTAIUG

PEMAN FAATAN IVOMOR IYDU K KEPEIIIDIJ DUffAN, DATA KEPEN DUDUKANDANKARTU**%ilTilU#ilfi 
nffiXgyltiltpp^T;fi XAliffu?horua*

[3fi:-Hir'#}r:.#J[#:flY;; dua puruh rima Buran run! rahun dua r,bu deraBan belas yans

1. Nama : H. NovrEal, S.E., M.A, Akt.Atamat : Jt. Rasuna Sui,i fVo. Aj. puOrng
Jabatan t K:!Iu oinai pengendalian "Fenduduk, 

Keruarga Berencana, Kependudukandan pencatatan Sipil provinsi SuritJrl.eurrtdalam hal ini bertindak untutt'oan atas nam, oious'?gngendalian pendudnk, Keluarga
ffi::tr"#fi^t"flE3t+t,n,, d* p-;;,i;,i;'ii;fr J,#*,sumarera Earat yang seranjurnya

2. I-rf.ama : Enlfita D.Einls, $.FI.Aramat : JI. Jenderar 5uoiiman [rro. 5r_ padang
Jabatan : Kepala eiro Huk;m ;;rovins!sumatera Barat

SS,T,T,fl}! TLffilHn[# [,#Jri:;' 
ut,i ffi; B;;"fi lnu, provinsi su marera Barar yans

ryry_ HEsAT{.r dan prFrAK KEDT Apemn ern[il, i;"#h dahur, *"n*rrngrr'rr'#rui:11}|illlf $ecara bersama-sama disebur

1' bahwa PiFI'AK KEsATu adalah unsur peratsan-a ,"*"r]raun provinsi sumatera Barat dibicrangkependudukan dan p*n"ririrn'"]pll vine;il;;&ffi iawab aepaoa eubernur provinsiSumatera Barat; 
YrFrr rsrr6 uErl'clllgB'un€

2' bahwa PIHAi( KEDUA adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi sumatere Barat dibidangperaturan perundangl-undan8an' orinu*untasi, bantuu, rrunum dan HAM, pemblnaan dan
ffi flffi [$;fi l,#rfl !;[,f#l ffi ,#ffi I* ;l#J Bxgx[r,'1,;ff 

' 
ffi ;J Tr * n, n,, un vi - i
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3. bahwa untuk nrenindaklaniutl lzin Gubernurr Sumatera Earat Nomor

473/S8S/DPPKBKPS.S/X\/2AL7 Tanggal 14 November 2OL7 tentang Pemanfaatan NlK,

KTF+! dan data Kependudukan atas bunat Kepala Biro !-lukum Provinsi Sumatera Barat

${onror 180/2638.1"/Huk-20L7 Tanggal23 Oktober 2017 perihalPermohonan lzin HakAkses

dan Fernanfaatan NlK, Data Kependudukan & KTP-efl.

dengan rnemperhatipran ketentuan peraturan perundan$-undan$an sebagai berikut;

3,.. lJndang-Undang Nornor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lemharan
Negara Republik tndonesia Tahun 2006 Nomor L2/1, Tarnbahan Lernbaran ltle$ara Republifir
lnclonesla Nomror 4674), sebagainrana telah diubah dengan tlndang-Undan$ Nomor 24
Tahun 2013 (Lembaran hl.egara Republik lndonesia Tahun 2013 ltlomor 232, Tambahan
l-embara n FI egara Repu lrlik I ndonesia .Nornor 547 5);

2. Peraturan Pemerlntah lrlonror 37 Tahun 20O7 tentang Petaksanaan Undang-Undang Nornor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran hlegara Republik'lndonesia Nomor 4736)
sebagairnana telah diubah dengan Feraturan Femerintah l{omor 102 Tahun 2OL2
(Lembaran Negara Rept^rblik lndonesia Tahun 20L2 trlomor 265, Tambahan Lembaran
l{egara Republik lndonesia Nomor 5373);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tancla Pendudulr
Berbasis Nomor Induk Kependuclukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa ka!i, terakhir dengan Peraturan Fresiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran
ftIegara Republilt tndonesia Tahun 2013 Nomor ZE7);

4. Peraturan Menteri Dalam t{egeri hlornor 61 Tahun 20L5 tentang Persyaratan, Ruang
Lingl<up dan Tata Cam Pemberlan l-lak Akses serta Pemanfaatan Nomor lndr^lk
Kependtldukan (frllK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat lrtromor 51 Tahun 2O1"7 tentang Pemanfaatan Data
Kependud uka ri Tlngkat prov! nsi S u matera Ba rat;

PARA P!&!AK sepakat rnembuat Perjanllan Kerja Sama tentang Pemanfaatan tvonror Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan
Lingkup Tugas Biro Hukum ProvinsiSumatera Barat, dengan ketentuan sebagai berlkut

pasa! i.
Maksud dan Tujuan

y-r$rg dan tu.luan Perjanjian Kerja Sama Inl adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran
FARA Pll{AK dalam pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik.

pasa! P
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanlian Kerja sama in! meriputi pernanfaatan :

a. Nornor Induk Kependr"ldukan (NlK);
b. Data Kependudukan; dan I

c. Kartu Tanda penduduk Elektronik (KTp-el).

pasal S
Pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data Kependudukam dan

Kartu Tanda penduduk EleErtromilr

Pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTp-eldatam rangka mengefekgfkan:

a' slnl<ronisasi data penerirna n'lanfaat dengan menggu$akan database kependudukam yangberhasiskan iSlK;

.)
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(1)

Validasi dan verifikasi dalarn proses pelayanan dalarn trin$kup layanan PIFIAK KEDIJ,A

dengan menggunakan NlK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan

Perencanaan program kegiatan PIHAK KEDUA dengan menggunakan data agregat
kependudukan;

m**qiulfr*#fo *,n^*

PltlAK KESATIJ rrlernpunyai kewajiban untuk:
a. memberlkan halr akses secara terbalas data kependudukan kepada P!!'|AK KED[.]/[

berupa NlK, nama lengkap, jenis kelamln, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir,
pendidikan terat<hir dan alamat kepada PIFIAK KEDIJA;

b. rnenyediakan jarir"rgan kornunikasi Oata untuk 1 (satu) titik jaringan berlraslskan Virtuat
Prlvate I{etwork ryPf{) IP melaluifasllitasi dan koordinasidengan Dinas Komunikasi dan
lnforrnatika Provinsi Surnatera Barat;

c. memberikan llser /D kepada PlFlA,K KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung
.lawab PIFIAK KEDIIA;

d. rnernberikan spesifikasi teknis perangkat pemlraca KTP-el sesuai &<etentuan peraturan
perundang-urrdangan; dan

e. mentberikan bimbin$an teltnis dan pendampingan teknis innplementasi penranfaatan
ltllK, Data Kependudukan, dan KTp-elatas biaya plHAffi KEDUA.

P!HA${ !{EDUA mempunyai kewajiban untuk:
a. mcncaniumkan NIK yang sudah dij'arnin ketunggalannya clalam dokumen yang

diterbitkan Pll{A!( KEDUA;
h. menrherikan hak akses secara terbatas data dar! dokumen yang dihasilkan $ebagai

data balikan, guna melengkapidatabase kependudukan mitik PIHAK KESATU;
c. bertanggung.iawab sebagai pemegang fraf arses atas data kependudukan yang dlakses;

dari Fl!t^&K KESATU;
d. memberikan layanan berbasiskan KTF-el;
e. nrenyediakan tenaga lekllis dan perangt<at pembaca KTF-et, sesuai dengan spesifikasi

yang diberikan Pl&!t[K KESATIJ beserta Kartu secure access mradule;f' rnenyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan blrnblngan teknis dair
pendarn pinga n tekn is implementasi pemanf aatan N I K, Data Kepend u d-ukan, da n KTp-el;g. rnembantu sosiailsasi pemanfaatan KTPeI melalui media cetak dan/atau elektronik;
dan

h. menjarnift kenahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dllakukannya
penylrnpanan data fenbndudukan yang telah dialses aaii plFlAK KESATU walaupun
.langka waktu Perjanjian Kerja Samtr initelah berakhir.

(2)

pasat S
HaK FARA PII{AK

(1) PIFIAB( KESATU mempunyai hak untuk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban Ft!.lAK KEDUA;
b' mendapatkan data balikan atas oata *"o"nou*un*nnya telah diberikan plFtAK KESATIIberdasarkan Perjanjian Kerja Sarna ini, guna **r*nslrrpidatalrase kepencludukan; danc' mendapatkan.!am!nan kerahasiaan, loutuhrn dan kebenaran data yang diterima dandiakses PIHAK KEDIJA, walaupun.jangka *rgotu Fer,lanjian Ner.;j samra ini telahberakhir.

(2) PlFtAlt tffiDUA mempunyai hak untult:
a' mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NlK, namalengkap, jenis kelamin, tempat tahir, tang galjiuhnjtahun lahlr, pendidikan terakhirdan atamat dari plF{AK KE$ATU; dan

I q ln, I



Ir. mendapatkan blmbingan teknis
Kependudukan, dan KTp+l serta
PII.IAK KEDUA

dan pendampingan teknis pemanfaatan NtK, Data
penggunaan perangkat pernbaca KTp-ei, atas biaya

Fasa! 6
rrneilifrIm,

Perjaniian Kerja sama ini mulai berla&ru sejak ditandatanganinya per.lanjian Kerja sanra ini oleh
ftffi fi1ffi 

sampa! densan tanssar zs iii-'a-oiiJln'iupuir dip;rd;dng-itru persetu.luan

Berakh imr, P:;:fi ,In ner.fla sarna

Perjaniian Kerja Sarna berakhir apabila:

a. jangka waktu perjanlian Kerja Sama telah selesai; atau 'l

b' atas kesepakatan 
-ennq 

i',no* untuk meng;khiri keryasama seherum .iangka waktuPerjanjian Kerja Sar:.ra berakhir.

pasal g
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

(1) Apabila terjadi hal-ha! di luar keE<uasaan pAIR/q ptF{AK atau !(eadaan memaksa, dapatdilaknrkan perubahan petaksanaan rer;ffin'Kil; #", atas persetujuan FARA p,.f,A6.(2) Keadaan mernaksa sebagaimara oimirnsuo iaoi 
"yat 

(1), adatah adanya kebi.la[ranpemerintah yang rnengakibatkan tldak dapai oiirnirtxrnnya pelaksanaan per.fanjian Kerjasama ini dan apabira terjadi har-hatdi ruar kekuasaan FARA prHAK.

pasat g
Penyelesaian Fersellsihan

(3.) Apabila di&rernudian hari tirnbul
pelaksanaan Ferjanlian Kerja Sama
musyawarah untuk mufakat.

pernasalahan dalam perbedaan penafsiran danIni antara PARA ptFlAK akan diseiurriLun iu#,
(2) Dalam ha! rnusyawarah dan mufakat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,maka altan diseiesaikan u**riia*grn k;a*'il;';"rl,urrn penundang-undangan.

pasa! t0
EvaluasE dan pelaporan

(1) PIHAI{ KEDI'A 
- 
bert<ewajiban membuat. raporan herkara permanfaatan i{!K, DataKependudukan dan KTP-el per sernester, bulan lunl tm_tut< semester pertama dan bulanDesember untuk sernester kedua kepada Fiueii'-mrsnru dengan tembusan DireltturJenderar Kependudukan dan F*nlu-tutrn sipir dan Gubernur.(2) PII-,A!( !{E$ATU metakukan evatuasi pe;ffiI.ul'i*,'rur, Kependudukan dan KTp-eri$ecara berl<ala atas laporan plllett meolln iuo#I;;;nu dimattsud pada ayat (3.).(3) 

rix"#rlff-fl:?dapat 
merakukan evaruasirurrir**n NrK, Data Kependudukan dan KrF-

(4) Hasil evaluasi sebagaimana o'*ulu^1],f..u33 qy.ut (2) diraporkan kepada Guhernur dengan
ffiu"un 

Menteri Datam ivegeri met"ruioir"?tui f,'nlunrr Kependudukan dan pencatatan

4 ruTz-r



(1)

(z',)

(3)

Pasa! 11
!.ain-L-ain

Dalam ha! diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Ferjanjian Ker.la
Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan FARA PIHAK.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan clari Perjanjian Kerja Sarna ini.
Ketentuan-ketentuan yangl bersifat teknis dan operasional dalam petal<sanaan Perjanjian
Ker.ia Sama ini akan disusun dalam Fetunjuk Tenis. ,

pasat i.2
penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sanra ini dibuat dalarn rangkap 2 (dua), nraslng-masing dibubuhi
materai cuX<up dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PI}IAK.
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